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Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang - Undang (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Nomor 5656 ) Sebagaimana Telah Beberapa Kali
Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengantian Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengantian Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6547),

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang
Pengawasan Penyelenggaraan, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil WaliKota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan
dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 Tentang
Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan
Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan



Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan
Wakil Wali Kota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang
Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota,;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang
Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan
Perlengkapan Pemungutan Suara, Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

10.Surat Edaran Nomor 114 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan
Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan
Wakil Wali Kota;

11.Keputusan Komisi Pemilhan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 Tentang
Kebutuhan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan
Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota.

12.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang
Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota

B. IMBAUAN

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Ketapang
pada Pemilihan Gubermmur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, serta
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Tahun 2024, Badan Pengawas
Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ketapang mengimbau kepada KPU Kabupaten
Ketapang agar memeperhatikan hal-hal sebagai berikut:



1. Kesiapan dan kesedian logistik disetiap TPS;

2. Kesesuaian daftar pemilih disetiap TPS;

3. Pemenuhan Hak pilih WNI dalam menggunakan hak pilihnya di TPS;
4 Memastikan Semua C Pemberitahuan diterima oleh pemilih.

Degan ketentuan sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178A Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016, “Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja
melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk
menggunakan hak pilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua
puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling
sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak
Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”.

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178B Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016, " Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja
melakukan perbuatan melawan hukum membenkan suaranya lebih dari satu kali di
satu atau lebih TPS, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh
enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan dan denda paling sedikit
Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak
Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah).

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178C ayat (1) Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016, *Setiap orang yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada
saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu)
TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam)
bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit
Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00
(tujuh puluh dua juta rupiah).

c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178D Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum
menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling singkat
36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan dan denda
paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178E ayat (1) Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016, “Setiap orang yang dengan sengaja membern keterangan tidak benar,
mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil
penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 48 (empat
puluh delapan) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan



denda paling sedikit Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan paling
banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178F Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum
menggagalkan pleno penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan di KPU
Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota pemungutan suara dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus
empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182A Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum
menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi
seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh
dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)
dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182B Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016, “Seorang majikan atau atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada
seorang pekerja untuk membenkan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa
pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan diancam dengan pidana penjara paling
singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan
denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling
banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016, Ketua dan anggota KPPS, ketua dan anggota PPK, ketua dan anggota
KPU Kabupaten/Kota, atau ketua dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja
melakukan perbuatan melawan hukum tidak membuat dan/atau menandatangani berita
acara perolehan pasangan Calon Gubemur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan
Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil
Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan
paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua
belas juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016, Setlap KPPS yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu)
eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil
penghitungan suara pada saks/ calon Gubernur dan calon Wakil Gubemur, calon
Bupati dan calon Wakil Bupatl, serta calon Wallkota dan calon Wakil Walikota, PPL,
PPS dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (12) dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam



puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas Juta rupiah) dan
paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

J. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016, Setiap KPPS yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara,
dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara
pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK pada Hari
yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf q, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan
dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak
Rp60.000.000,00 (enam puluh Juta rupiah).

k. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016, Setiap PPS yang tidak mengumumkan hasil penghitungan suara dari
seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam
puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan
paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Demikian, surat imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian
dan kerjasama, kami ucapkan terima kasih.

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
2. Arsip.



